GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :416 /KPTS/BPPSS/2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG
BERTUGAS PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

Mengingat

DI JAKARTA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/
2021 telah ditetapkan Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera
Selatan;

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tenaga Non
Aparatur Sipil Negara pada Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan yang melaksanakan tugasnya di Jakarta dan
merupakan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi serta
biaya hidup vyang mahal, perlu dilakukan penambahan
honorarium bulanan jasa tenaga kerja pada Badan Penghubung
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Non Aparatur
Sipil Negara yang Bertugas pada Badan Penghubung Provinsi
Sumatera Selatan di Jakarta;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814};

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua  atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

7. Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang
Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

: Besaran Honorarium Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang

Bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di
Jakarta sebesar Rp. 3.810.000,- termasuk pengadaan beras.

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2021
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1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang



